
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 6 TAI'IUN 202{

TENTANG

PHRTAilGGU NGJAWABAN PELAK$ANAAN
AT*IGGARAN PHHDAPATAH PAN BELANJA DAHRAH KABUPATEN MANGGARAI

BARAT
TAHUN ANGGAR.AN 2O2O

Menimbang

DHNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ltilANGGARAI BARAT,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntab,ilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, perlu

adanya pertanggungjawahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang teah direncanakan

dalam *nggarin penOapatan dan 
'Belanja 

Daerah 
-paerah 

Kahupaten Manggarai Barat Tahunf
Anggaran 2a20; 

" '--'--r-'-- ' "-'v* f



b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pa*al 320 ayat (1), pasal 322 ayat (1) Undan$-
Undang Nomor 23 Tahun ?:014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2CI15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor ?& Tahun 2fi14 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah
menyiapkan Peraturan Da*rah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinnaksud dalam huruf a dan huruf b tersobut
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonssia;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kahupaten Manggarai Barat

di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Ropublik lndonosia Tahun 2003 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271t',

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2fi03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 4?, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia NCImor 4tSS);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun ?004 tentang Perbendahsraan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 43$5);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun ?004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamb,ahan Lembaran NeOaraf

Republik lndonesia Nomor 4421j;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tamb,ahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 443S);

Undang-Undang Namor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negera Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara* Negara Republik
lndonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 2e Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor $
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhahan

Lembaran Neg*ra Republik lndon*sia Nomor 5679);
Per*turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik lndanesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla
Nomor 4S7$);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang $istem lnformasi Keuangan Daerah
(Lembaran l.legara Republik Indoneeia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Hegara

Repubtik lndonesia Nornor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

65 tahun 201CI tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor $S Tahun 2005

tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2010

Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik/
lndonesia Nomor a578);
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Peraturan Femerintah hNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

$tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran N*gara Republik lndonesia Nomor 4585);

Feraturan Pemerintah Nomor I Tahun ?006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara R*publik lndone*ia Tahun 2010 Nomor 12S, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun ?012 tentang Hibah Daerah {Lernbaran Negara Republik

lndonesia tahun ?012 Nomor $, T*mbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

Peraturan Femerintah Nomor ?7 Tahun 2A14 tentang Fengelolaan Barang Milik NegaralDaerah

(Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2014 hlomsr 92, Tamhahan Lembaran Nogara

Repuhlik lndonesia Nomor 5533);

Ppraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Saerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Fejabat l-ein (Lembaran Negara

Republilt lndonesia Tahun 2016 Nomor 1S6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndCInesia

Nomor 593a);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun ?016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Pemunggutan Pajak Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Talrun 2016 Nomor 244,

Tambahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor $S50);
peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

A017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S057);

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
.

Penyelenggarean Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2A17f

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6041); /
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22. peraturan presiden Republik lndonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Fetunjuk T*knis Dana

Alokasi Khusus (DAK) FisikTahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2018 Nomor 271);
peraturan Menteri Dalam Nogeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir donEan Peraturan Menteri Dalam negeri

Nomor ?1 tahun t011 tentang Perubahan Kedua Atae Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Padoman Pengelolaan Keuangan Saerah;
peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2a17 Tentang Pelak*anaan Review Atae

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah;
peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor : 1301FMK.07fta19 tentang Pengelolaan

ilana Alokasi Khusus (nAK) Fisik (Berita N*gara Republik lndonesia Tahun ?019 Nomor 10SB);

peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor I Tahun 2011 tontang Pokok * Pokok

pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011

Nomor S);
peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 201S tentang Anggaran
pendapatan dan Bolanja Eaerah Tahun Anggaran 20?0 (Lenrharan Daerah Kabupaten Manggarai

Barat Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2a2a {Lembaran Daerah Kabupatenf

Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 7); t
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31. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Tahun 2A19 Nomor $?);

32^ Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Feruhahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2CI2* (Berita Daerah Kabupaten

Manggarai Barat Tahun 202CI Nomor 45).

Dengan PeEetujuan BoBama

DEI'YAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEUIANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAI,I ANGGAMN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN IIANGGARAI BARAT TAHUN ANGGAMN

. 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD} berupa lafarany'

keuangan memuat:



a- Laporan Realisasi Anggaran;

h. Neraca;

c- Laporan Arus Kae;

d. Laporan Operasi*nal;

e" Laporan Ferubafran $aldo Anggaran l-ebih;

f" Laporan Perubahan Ekr"rita*;

g. CaHtan Ataa Laporan K*uang*n.

Pasal 2

Laporan Reallsaei Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal t hun f a Tahun Anggaran ?020 Bsbagai b€rikut:
a. Pordapatan...... ..,...^ Rp. 1.116.069.691.A6s,17
b. 8dan1e............. ....... Ro. 1.181.0o2.1i0.3i4.51

c. Pembiayaan

- Penerimaan....".. Rp. TT,I$S.894.683,36
- Pengeluaran...... Hs,S,0$p_.$p0.S0CI"+q
Fembiayaan Nefto frp. 7A-?$S.594.693,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisa# Anggaran sebagaimana dimaksud da{am Paeal2 sebagai berikut : 
3I



(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s€iumlah (Rp46.771.405.040,r4)dengan rincian sebagaiberikut:

a. Anggaran pendapatan selelah perubahan.....'......'....... " """"" """Rp' 1'162'831 056 308'65

Selisih lebih(kurang) -" """(Rp 46 771 405'040'48)

(2) Sdisih anggeran dengan realis$i belania sejurnlah (Rp 37.756.1e3.047,02) derEan rincian sebagaibetlkut:

a. Anggaran belania setelah perubahan ,..-..,.'..'........'.-."" """" " ""RP' 1'235'619'708 442'01

selisih lebih{kurans) ..... ^.'.... (Rp 84'527 538 087'50)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surPlus/Def,sit sejumlah Rp 37.756.133.047,02 dengan rincian Bebagai betikut :

a. Swplus/De&it 66telah perubahan.. , .. """ """(Rp' (72'788 652 133'36)

Selicih leblhl(kurans)" "-"" "'Rp' 37 756'133'047'02

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penBrimaan p€mbiayaan ssrumlah Rp 9.882.500,00 dengan fincian sebagai b6rikut:

a. Anggaran peflerimaan p€mbieyaan sotelah perubahan """ """"'Rp' 77'788'652' 1 33'36

$elisih lebih{kurang}...",".......,. Rp' 9.882.500,00

(s) $elisit"i ansgfrran dengan remlipasipeng*luaran pembiayaan seiunrlah Rp"s,0CI dengan rineian sehagai berikut :

a. Anggaran p*ngeluaran pembiayaan seteNah peruhah*n......"...,".. "'..Rp" 0,CI0

."..freb" Realisasi"
0.00 ,

-j
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h.

$*lisih lehihl{kuraftg}.,...."... .. .(Hp. 0,0s)

(6) Sdisih anggara. dengan roalisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.882.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan nello eetelah perubahan........... .., ._............Rp. 72.799.6S2.i 03,36
b. Healisasi Fp. ?*,79$$39,$3s,3S

$elisih lehih/(kurang).., "... ".. ".. ". Rp. 9.882.500,00

Pasal 4

Nereca sehaEaimana dimsksud dalam Pasal t huruf b per 31 Desember Tahun 202S sebagai berikut

2.138.132.?3CI.S08,m
2.2SS.1 14.SS2,S7

2.135.934.1 1S.0S5,S7

Jumlah As*t........
Jurnlah K*wajiban
Jumtah Hkuita*

s7.363.177.950,0S
130.0*0.244.S76,S7

1S7.1s$.e14.141,S0)
g.ssz"50s,s0

1.5S0.8?8.5S4,S0
35.615.2$8.070,S3)
31.747.S1S.S79,S7

14$.{60"??.9,22.
*,00

1.443.017.48e,43
4.74$.85?.1S3,20

0,00 iI

Rp.
Rp.
Rp.

Pasal 5

Laporan Arus Kas s€bagaimana dimsk$ud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desemb€r Tahun
2020 sebagai bedkut :

sald* Awal Kas di BUD dan Kae di Bendahara feng*ru&ran"".... .. Rp.
Arus kas bersih dari nktivitas operasi........ ...".. Rb.
Arus kss bersih dari aktivitas inveete$i.."..,....."... ,. ",.(ftp
F,rus kas ber*ih dari aktivitas Fendanafrn..... . ...Rfri.
Arus Kas Sersih dariAktivitas transitoris"..".....".. Rp
Kenaikan Penurunan Kas.. ........"......tnp"
sa{da Akhir Kas di Bun dan Kas di Bendmhara Fengeiuaran...... ."....-.. Rp.
SaldCI Akhir Kas di Bendahara P*r"l*rima6n....,.."......:..,." ." Rh.
SaldCI Akhir Kas l-ainnya.... .."..."." ffib.
$alda Akhir Kas diJKN........" ...."." Rb"
$mlda Akhir Kas BSS. ....,.."" Rp.
Kas yang dihatasi pengs{rftaannya...... ..." Rp"



m, SaldCI AkhEr Kas ftp. 38.085"S49.7SS,5?

Pasal 6

Ca&tan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimak6ud dalam Pasal t huruf d untuk Tahun Anggaran 2020 memuat in$ormasi baik

Becara kuantitatif maupun kualltatif atas pos-pod laporan keuangan.

Pasal 7
pertanggungjauEban pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimane dimaksud dalam Pasal I

tercantrm dalam Lampiran merupskan bagian tidak terpisahkan da.i Peraturan Daerah ini, yang ierdirl dari :

a. Lampimn I : Laporan RealisariAnggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasl anggaran rn€nurut urusan pemerintahan daerah dan organisa8i

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemetintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

Pernbiayaan

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belania daerah menurut urusan Pemerintah daerah, organiEasi, program dBn

kegiatan

Lampiran l'4 : Rekapih,lasi realieasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan ket'erpaduan uruean p€rnerintahan

daerah dan fiJngsi dalam kerangka P€noelolaan keuangan nagara

b, Lampiran ll : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Lampiran lll : Laporan operasional

d. Lampiran lV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

f. Lampkan Vl : Laporan Arus Kas

g. Lampkan Vll : Catatan atas Lsporan Keuangan

h. Lampiran Vlll : Oaftar rekapitulasi piutang daerah

i. Lampkan lX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih /



j. Lampimn x : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir

k. Lampiran xl : Dafrar pBnyertaan modal (investasi) daerah

l. Lampiran Xll : Daftar rekapitulasi realisaai penambahan dan p€ngurarEan aset tetap daerah

m. Lampiran Xlll : Datar rekapitul*iaset tetap

n. Lampiran xlv : Dafrar rekapitulasi konstrukidalam pekeriaan

o. Lampiran xV : Dafrar rekapitulasi a8et lainnya

p. Lampiran XVI : Daflar dana cadar€an daerah

q. Lamphanxvll : Datar kewaiiban iangl(a pendek

r. Lampiran Xvlll : Oaftar k€{vajiban jangka peniang

s. Lampiran XIX : Daftar k€giatan-kogiatan yang belum dis€lesaikan Bampai akhir tahun dan diarqgarkan kembali dalam tahun

anggaEln berikuhya

l. Lampifan XX : lkhtisar laporan k€uengan badan uEaha milik dgah/perusahaan daerah

Pas&l 8

Laporsn Keuangan Pem€riniah Kabupat€n Manggarei Bsrat Tahun Anggaran 2020 sebag.imana dimak8ud daldn pasal 1 tiBlah

diperiksa oleh Badan Pemerlkaa Keuangan Republik lndonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur derqan OPini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

Pasal I
Bupati menetapftan Peratumn K€pala Daerah tentang peniabaran pertanggunglawaban pelakaanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertahggunglswaban pelaksanaan APBD. /



Pasat tS

P*raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggatrdiundangkan.

Agar setiap orffns m*ngetahuinya. mernerintahk*n pengundangan

Daerah Kabupaten Manggarai Sarat"

Peraturan saerah ini dengan penempatfiilnye dalam Lembsran

Ditetapkan di Lahuan Bajo
pada tanggal, ?3 Juni 2021

BARAT f,"

Diundangkan di Labuan Baj*
pada tanE6al, 23 Juni 2fi?.1
SEKRETARIS DA

MANS&AM& BAffiAT

. soms

RAH KABUPATHN MANGGARAI BAftAT TAHUN 2*zl NOTVIOR S
f;RATURAN MAERA}{ I{ABUPATEN fuIANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA THNGGARA TIMUR : S TAHUN 2*21 ,

t"

{
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